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BUPATI ACEH SINGKIL 
PROVINS! ACEH 

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL 
NOMOR 300.2.3/375/2025 

TENTANG 
PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR 
KABUPATEN ACEH SINGKIL DARI DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN ACEH SINGKIL 

BUPATI ACEH SINGKIL, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
16 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun
2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, perlu
menetapkan Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan
Longsor Kabupaten Aceh Singkil Dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja
Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana
Banjir Dan Longsor Kabupaten Aceh Singkil Dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh 
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3827); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);








